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ABSTRAK

SILIANI JOSEF SUBANDI, 201510115062, Perlindungan Hukum Atas Hak 
Pasien Terkait Isi Rekam Medis Berdasarkan Pasal 52E Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah 
Agung Nomor 3566 K/Pdt/2016), Jumlah Halaman 92, Tahun 2019.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, dan Rekam Medis

Dalam hubungan dokter-pasien, secara relatif pasien berada dalam posisi yang lebih 
lemah. Dalam praktiknya tidak semua Dokter dan Rumah Sakit melaksanakan 
ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-
Undang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik 
kedokteran serta Standar Operasional Prosedur Kedokteran dan Pelayanan Rumah 
sakit tidak dilaksanakan atau dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, baik oleh 
Dokter dan rumah sakit maupun oleh penegak hukum. Contoh nyata dapat dilihat 
dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3566 K/Pdt/2016, dimana 
dalam perkara ini diketahui terjadi penyimpangan atas ketentuan Pasal 52E Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengenai hak pasien atas isi rekam medis. Tujuan 
penelitian ini adalah Untuk meneliti dan menganalisis bentuk upaya perlindungan 
hukum terhadap hak pasien mendapatkan isi rekam medis menurut Pasal 52 E 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan apakah Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 3566 K/Pdt/2016 sebagai upaya hukum telah memberikan perlindungan 
hukum terhadap Pasien. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodelogi
pendekatan normatif. Penelitian hukum Normatif mempunyai objek kajian mengenai 
ketentuan-ketentuan hukum positif dengan sistem norma yang ada. Kesimpulan 
penelitian ini adalah dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3566 
K/Pdt/2016 diketahui bahwa pasien tidak mendapatkan isi rekam medis, hal ini 
bertentangan dengan Pasal 52E Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran, dan tidak adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap 
rumah sakit ataupun dokter yang tidak memberikan isi rekam medis kepada Pasien, 
sedangkan pasien berhak untuk mendapatkan rekam medis dan putusan Kasasi 
Mahkamah Agung Nomor 3566 K/Pdt/2016 sebagai upaya hukum, namun tidak 
memberikan perlindungan hukum terhadap Pasien. Saran Penulis kedepannya 
pemerintah melalui peradilan khususnya dapat memberikan perlindungan hukum 
terhadap pasien agar diberikan isi rekam medis untuk dapat mengungkap apakah 
benar atau tidak terjadi kelalaian, kesalahan maupun mall praktek dalam hal 
penanganan kesehatan terhadap pasien. Dan juga kedepannya Penulis berharap 
pemerintah dapat membuat suatu aturan dalam bentuk peraturan pemeritah, peraturan 
Menteri Kesehatan, maupun merivisi UU No. 29 tahun 2004 tentang praktik 
kedokteran, maupun UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, mengenai adanya 
pengaturan sanksi bagi dokter dan juga rumah sakit yang tidak menyerahkan isi dari 
rekam medis terhadap pasien. 
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ABSTRACT

SILIANI JOSEF SUBANDI, 201510115062, Legal Protection of Patient Rights 
Related to Medical Record Content Based on Article 52E of Law Number 29 of 2004 
concerning Medical Practice (Study Case Supreme Court Cassation Decision Number 
3566 K/Pdt/2016), Number of Pages 92, Year 2019.

Key Words :  Law Protections, Patient, and Medical Record

In the doctor-patient relationship, the patient is relatively weaker. In practice not all 
Doctors and Hospitals carry out the provisions of Law Number 36 Year 2009 and 
Law Number 29 Year 2004 and Standard Operating Procedures for Medical 
Procedures and Hospital Services are not implemented or in the event of 
irregularities, both by Doctors and hospitals or by law enforcement. A concrete 
example can be seen in the case of the Supreme Court Cassation Decision Number 
3566 K / Pdt / 2016, where in this case there is a deviation from the provisions of 
Article 52E of Law Number 29 of 2004 concerning the patient's right to the contents 
of a medical record. The purpose of this study is to examine and analyze the form of 
legal protection efforts towards the rights of patients to get the contents of medical 
records according to Article 52 E of Law Number 29 of 2004 and whether the 
Supreme Court Decision Number 3566 K / Pdt / 2016 has provided legal protection 
against Patient. In this study the author uses the normative approach methodology. 
Normative legal research has the object of study regarding the positive legal 
provisions with the existing norm system. The conclusion of this study is that in the 
Supreme Court Cassation decision Number 3566 K / Pdt / 2016 it is known that 
patients do not get the medical record contents, this is contrary to Article 52E of Law 
Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, while patients are entitled to obtain 
medical records based on Article 52E of Law Number 29 of 2004 concerning Medical 
Practice. In the future, the writer suggests that the government through the judiciary 
in particular can provide the contents of the medical record to be able to reveal 
whether or not negligence, mistakes or practice malls in terms of handling health 
care for patients, and also in the future the authors hope that the government can 
make a rule In form of government regulations, regulations of the minister of health, 
as well as revising law no 29 of 2004 concerning medical practice, as well as 
revising law no 44 of 2009 concerning hospitals, regarding the existence of sanctions 
arrangements for doctors and also hospitals that submit contents of medical records 
to patients.
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“ Jika kau tak mampu terbang, maka berlarilah.

Jika tak sanggup berlari, maka berjalanlah.
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Apapun itu, tetaplah bergerak.”
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Dalam hubungan dokter-pasien, secara relatif pasien berada dalam posisi yang lebih lemah. Dalam praktiknya tidak semua Dokter dan Rumah Sakit melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran serta Standar Operasional Prosedur Kedokteran dan Pelayanan Rumah sakit tidak dilaksanakan atau dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, baik oleh Dokter dan rumah sakit maupun oleh penegak hukum. Contoh nyata dapat dilihat dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3566 K/Pdt/2016, dimana dalam perkara ini diketahui terjadi penyimpangan atas ketentuan Pasal 52E Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengenai hak pasien atas isi rekam medis. Tujuan penelitian ini adalah Untuk meneliti dan menganalisis bentuk upaya perlindungan hukum terhadap hak pasien mendapatkan isi rekam medis menurut Pasal 52 E Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3566 K/Pdt/2016 sebagai upaya hukum telah memberikan perlindungan hukum terhadap Pasien. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodelogi pendekatan normatif. Penelitian hukum Normatif mempunyai objek kajian mengenai ketentuan-ketentuan hukum positif dengan sistem norma yang ada. Kesimpulan penelitian ini adalah dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3566 K/Pdt/2016 diketahui bahwa pasien tidak mendapatkan isi rekam medis, hal ini bertentangan dengan Pasal 52E Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan tidak adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap rumah sakit ataupun dokter yang tidak memberikan isi rekam medis kepada Pasien, sedangkan pasien berhak untuk mendapatkan rekam medis dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3566 K/Pdt/2016 sebagai upaya hukum, namun tidak memberikan perlindungan hukum terhadap Pasien. Saran Penulis kedepannya pemerintah melalui peradilan khususnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pasien agar diberikan isi rekam medis untuk dapat mengungkap apakah benar atau tidak terjadi kelalaian, kesalahan maupun mall praktek dalam hal penanganan kesehatan terhadap pasien. Dan juga kedepannya Penulis berharap pemerintah dapat membuat suatu aturan dalam bentuk peraturan pemeritah, peraturan Menteri Kesehatan, maupun merivisi UU No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, maupun UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, mengenai adanya pengaturan sanksi bagi dokter dan juga rumah sakit yang tidak menyerahkan isi dari rekam medis terhadap pasien. 
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In the doctor-patient relationship, the patient is relatively weaker. In practice not all Doctors and Hospitals carry out the provisions of Law Number 36 Year 2009 and Law Number 29 Year 2004 and Standard Operating Procedures for Medical Procedures and Hospital Services are not implemented or in the event of irregularities, both by Doctors and hospitals or by law enforcement. A concrete example can be seen in the case of the Supreme Court Cassation Decision Number 3566 K / Pdt / 2016, where in this case there is a deviation from the provisions of Article 52E of Law Number 29 of 2004 concerning the patient's right to the contents of a medical record. The purpose of this study is to examine and analyze the form of legal protection efforts towards the rights of patients to get the contents of medical records according to Article 52 E of Law Number 29 of 2004 and whether the Supreme Court Decision Number 3566 K / Pdt / 2016 has provided legal protection against Patient. In this study the author uses the normative approach methodology. Normative legal research has the object of study regarding the positive legal provisions with the existing norm system. The conclusion of this study is that in the Supreme Court Cassation decision Number 3566 K / Pdt / 2016 it is known that patients do not get the medical record contents, this is contrary to Article 52E of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, while patients are entitled to obtain medical records based on Article 52E of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. In the future, the writer suggests that the government through the judiciary in particular can provide the contents of the medical record to be able to reveal whether or not negligence, mistakes or practice malls in terms of handling health care for patients, and also in the future the authors hope that the government can make a rule In form of government regulations, regulations of the minister of health, as well as revising law no 29 of 2004 concerning medical practice, as well as revising law no 44 of 2009 concerning hospitals, regarding the existence of sanctions arrangements for doctors and also hospitals that submit contents of medical records to patients.
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“ Jika kau tak mampu terbang, maka berlarilah.

Jika tak sanggup berlari, maka berjalanlah.

Jika tak mampu berjalan, maka merangkaklah.

Apapun itu, tetaplah bergerak.”
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